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KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 230 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG

PERTANGGUNCJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I {satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
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ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun
Anggaran 2O24 d,an Rancangan Peraturan Bupati hrncak
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dievaiuasi oieh Gubernur sebagai wakii Pemerintah
Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Evaiuasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Puncak tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Puncak Tahun Anggaran 2a24 dan Rancangan Peraturan
Bupati Puncak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Puncak Tahun Angga ran 2024;
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1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Repubiik
Iadonesia Ta.htrn 20OI Nomor 135, Tag:bahan Lem ba.r"an

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21

Nomor 155, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomcr 2 Tah'*n 2C2O trntang Pene',6pan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2A2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Anca-man yang Membahayakan
Perekoniam Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 202O Nomor 87, Tambahan Lembaran
iiegara Repubiik indonesia Nomor 6465i;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaralt
iiegara Reputriik indonesia i'iomor 4355i sebagaima-rra teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O20
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekoniam Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Rcpu-biik Incibnesia Tahun '2O'2O Nomor 87,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
48O6);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234|, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Unciang-Unciang Nomor 12 Tahun 2O1i tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Icmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pemi:entukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804];

9. Peraturan Pemerintah Nomor lO9 Tahun 2O0O tentang
Keciuciukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O00
Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O28);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 i 0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tarnbalan l-e-mbaran Negara Republik- Indonesia Nomor
68471;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Peru'akiian
Rak_vat Daerah Provinsi. Kabupaten, dan Kota {kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambatran lrmbaral Negara Republik Indonesia Nomor
61971;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentane
Pelaksanaan T\,rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62241;

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 I 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lemjrara:r- Negar-- 4 RepubLk lndon- --esia Nomor 673O);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 1 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O23 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
l)alarn Naor-ri Nnrn4y 120 Tahun r0lS t-entqno Penrtrehen
Atas Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun
2015 tcntang Pembcntukan Froduk Hukum Dacrah (Bcrita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

?1. Peratrrran Mer:-teri- Dalam N.F_€eri Nomor 19 Tahr:a 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 350);

')) Daratrrran \taatai Iralaa Naapri Naaar r I Ta-hrrn ,Al7

Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertangguilgiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45O);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pe"ak-sar.aan da-rr PertarrggringiawaL.ra-rr Dar-ra

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1O67);



Menetapkan
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
rF'rrqnd Klacifik'qsi Krv-{efikesi Dan NomenkJatuf
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O
jcrrlq^o P.prtortlarrtaart Penootrltqarr Alnka-si Angoarert

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatal Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
D-^-m,^^,,^ i--n^j6^ Ela,,l.r^drd- A^' E)al6^:^ t:t^---}-r !ra6B\^rr<:'.!r rur66arLu. r L rr\ra,Pa,r.alr uanr r,LrorrJs

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 202 1 Nomor 9 1O);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:,un 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
/A-;+- N----- D-n, thl;L I-,{^---;- T6'L,,- /)n')n Nnan-

1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
ELEI.'r;o Doerolr Tahrrn Ar.r-crao*;n 1D)A /Ilari to N.crlo ra

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
k qhr mqlp,n Prrnnalr Tehrrrt Anoocran 1fl)4 lIlprit-a flaerah

Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 3 Tahun 2O24
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabur.raten F:ncak Tah-r:_-n Arr-ggaran- 2024 tBei-ta,
Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PUNCAK TENTANG PERTANGGUNCJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
E'AXI-TAAf,,,'1-AA' DEIEA''II'E'Af,' D'ID-A'NI D'If,IA/l,-''NETf,,,TtANT/Tl\J.trt\/alrt\Jt1lt r ljr\n I t/l\J1r! Lr(Jrrtrr r l'Jrt\/att\ trJrtraart\,

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024.
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak
tentang Pertanggungiawaban Pelak-"enaan A-nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun
Anggaran 2024 d,an Rancalgan Peraturan Bupati Puncak
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Bupati Puncak trersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Puncak segera melakukan penyempurnaan atas
hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O24 terhadap:
^ D--^t"-^- F)----I' ta^rd-n Da- rhdL-6 L---oanaar!1r!qar!i r u.t;S<uqr

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah
dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggr.rnglar*'aban Peiaksanaan Anggaran Penciapatan
dan Belanja Daerah dengan;

b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemenksa
Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan
menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum
daiam peajelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk
perbaikaa pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Puncak menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Puncak tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2O24 yang telah dilakukan penyempurnaan
kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk
sekallgus mendapatkan nomor reglster.

KELrMA.../8
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Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Puncak tentang Pertanggungiawaban Peiaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran
Pertanggunqjawaban Pela l<so n aan Anggaraa Pe-nda.patan dan
Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2O24
menjadi Peraturan Bupati.

Bupati Puncak segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Puncak tenteng Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Puncak tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun
Anggaran 2024 kepada Gubemur paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NA\IIIPA

uai dengan aslinya
O HUKUM,

UNG, SH., MH
606082002121OO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Kepala BAo Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 230 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN

ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG
PERTANGC U NGJAWABAN PELAKSANAAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN

IaAll \.ll.rt \rlll\ rDl(tl.l uI\Jl-t\ [lUrflll rUl\L-flI\ I C.,lt l.tt.r\\, r.r,l\UftI),1I\Jt t\
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2024

I. Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda t€ntang
Pertanggungia\tr'aban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

Hasil eva-luasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Puncak
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA)

2024, sebagai berikut:
l. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan
pagu anggar€rn dalam Perda Kabupaten Puncak tentang Perubahan
,A.PBD TA 2024.

2. Nomenklatur pendapatan, belalja, dan pembiayaan pada rancangan
Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanerrunglawaban Pelaksanaan

APBD TA 2O24 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Puncak tentang Perrrbahan
APBD TA 2024.

3.Struktur... /2



3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanqa'' APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur aan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Puncak
tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten
Puncak harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur
scrta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi l.egalitas ditralnrkan untuk menilai kepatu]ran landasan yuridis
dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati
tentan g penj abaran pertanggun giawaban pelaksanaan APBD.
Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyampaikal dokumen

rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBI)
kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak
melalui surat Bupati Puncak Nomor 900/210/SET tanggal 02 Juli 2025
hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang
Pertanggun$a-waban Hcraksanaan APBD Kabupaien Puncak TA 2024.
Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian
rzrncang€rn Perda tentang Pertang$lngiawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (l) Peraturan
D-a--i-+^L ,DDr \l^-^- t C '1"^L,,- nrrlc) t^at^62 D---l^t - -- t-a-,.---^-tr r / .rvurur zv ', rLrrrdrr6 I Llr6Lr\,rqolrr AcuarrScur

Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang teiah diperiksa oieh Badan
Pemeriksa Kerr,alga-s- {BPK} serta ikhtisar laporaa kine{a dan laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

2. Bupati Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak mengambil keputusan
bersama terhadap rancanqan Perda tentans Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 11 Juli 2025 sesuai dengan
Berita Acara Nornor 9O2 / 217 / Sgl dan Nomor 9OO. 1 . I 5/089/ DPRK hal
Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Kabupaten Puncak
tentang Rancangan Peraturan Daera-h Kabupaten Puncak tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Puncak Tahun Angqaran 2024.

Hal.../3
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Hal tersebut teiah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor

12 Tahun 2O19 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan
Perda tentang Pertangguagiaurshan Pel-aksaaaan APBD dilalnrkaa paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyampaikan pertnohonan
evaluasi rancangan Perda Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA

2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur
Papua Tengah pada tanggal 22 Agustus 2O25 melalui surat Bupati
Puncak Nomor 800/253/SETl2O25 tanggal 20 Agustus 2O25 perihal
Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Puncak T A. 2024.
Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor
12 Tahun 2Ol9 yang menegaska-n bahwa rancangan Perda

Kabupaten/ Kota tentang pertanggungiawaban pelalsanaan APBD yang
telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota
tentang penjabaran pertanggunglawaban pelaksanaan APBD

disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda
KabupatenTKota tentang pertanggungiawaban peiaksanaan APBD

untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam

rancangan Perda Kabupaten Puncak tentang Pertanggungjawaban
Pei-ak-sa-rraan APBD Kabupaten Pur:cnk- iA 2o.24 dan Raneangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Puncal< TA 2024 telah sesuai dengan penyajian
informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nc=:.or9OO. 1.15. 1/1439/Keuda tang6al lO Ap-.il 2025 hal Peni-.rsunan
dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban
Peiaksanaan APBD TA 2O24 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Berdasar, kan hal tersebut, pada tahun-talua- mendatan-g Pemerinta-h-

Daerah Kabupaten Puncak agar tetap:
1. Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen raficangan

Perda tcntang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Puncak untuk
menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggurrgiau'abal
Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan
peratu ran perundang-undangan.

3.Menyampaikan.../4
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3. Menyampaikan dokumen permohonan evaluasi rancangan Perda

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan
Perkada tenta-ng penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara tepat waktu
sesuai dcngan kctentuan peraturan pcrundang-undangan.

4. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangal.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati hrncak tentang
pertanggungjawaban pelaksanaaa APBD TA 2024, sebagai berikut;

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH
Redisasi Pendapatan Daerah TA 2C24 sebesai
Rpl .7 52 .797 .633.96 1 ,00 atau 97 ,97o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.789.O64.949.639,OO.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 s.d.
202+

Tahun

2023
2O24

Anggaran
(Rp)

1.640.OO2.276.226,OO
1.7a9.064.949.639,00

Realisasi
(Rp)

t.672.884.354.062,42
1.752.797.633.961 ,00

Realisasi

Pl
99,580/o
gi,szv,

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah TA 2024
sebesar Rpl.752.797.633.961,00 atau 97,97o/o dibawai target dari
yang dianggarkan sebesar Rp1.789.064.949.639,00. Selanjutnya
realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
pendapatan daerah TA 2023 meningkat 4,78ok atau sebesar
Rp79.913.279.898,58.
Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapataa
daerair, scbagai trerikut:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2O24 sebesar RpLl.222.5l7.345,OO atau
57,99o/o dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar
Rp 1 9.352.545 .747 ,AO.

Tabel 2...15
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Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2O23 s.d.2024

Tahun

2023
2024

Anggaran
(Rp)

20.748.250.000,OO
ts.isz.s+s.icz ,oo

Realisasi
(Rp)

17.855.545.639,42
tl.222.517.345,OO

Realisasi
("ioi

86,06%
s7,990/o

Elarztacorlzon rolral rliaJoc r.-alic-oai pAn TA Cn)4 celrs. !-

Rp11.222.517.345,00 atau 57,99% dibawah target dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.352.545.747,OA.
Selanjutnya pgali5ssi pendapatan asli daerah daerah TA 2024
dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023
menurun 37,13o/o atau sebesar Rp6.633.028.294,42. Realisasi PAD
TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,640lo terhadap total
realisasi pendapatan daerah TA2024. HaI ini menunjukkan bahwa
realisasi PAD TA 2024 masih sangat rendah dan belum memberikan
irc,nti-ibusiyangsignifrl-anterhalnappenlcdi-aansumterpendanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD
TA 2024.
Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD

dijabarkan sebrgai berikut:

a) Pajak Daerah
Realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp476.781.O46,OO
alau 39,73o/o dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp1.200.000.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Rea'lisasi Pajak Daerah TA 2O23 s.d.
2424

Tahun

Cois
2024

Anggaran

lr\P,
300.o00.000,00

1.200.ooo.000,00

Realisasi

iRp) l%l

7 25.6 59. 32 3pO-2 4 t,8g%
476.7a1-A46,OO 39,730/o

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi pajak Daerah TA
2024 sebesar Rp476.78i.O46,00 atau 39,73o/o dibawah target
dari arggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.2OO.OO0.OO0,0O.

Penetapan target pajak daerah TA 2024 meningkat 65,370/o atau
sebesar Rp474.34O.67 7,0O dari realisasi pajak daerah TA 2023.
Seianjutnya reaiisasi pajak <iaerah TA 2024 ciibandingkan
dengan realisasi pajak daerah TA 2023 menurun 34,30% atau
sebesar Rp24a.a7a.27 7,OO. HaJ ini menunjukkan bahwa
penetapan target pajak daerah TA 2024 masih kurang
rrrprrnarhorilzan nonaian raalicoci rohrrn cal-rahr aa,,a l.-'.a^-rg. \4Pwqr

mendasari data potensi perpajakan daerah, perkiraan asumsi
makro, serta pertumbuhan rasio pajak daerah dan

tingkat.../6
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tingkat inflasi yang berakibat tidak tercapainya target yang

ditetapkan dalam APBD.

Sub rincian objek yang tidak mencapai target realisasi
pe-dapatrm adalah Pajak Restoran - LRA yzr-18 terealisa-si

sebesar Rp389.492.166,00 atau 32,46oh dari yang dianggarkan
sebesar Rp I.2OO.OOO.OOO,OO

Selain itu, terdapat realisasi sub rincian objek pendapatan pajak

daerah ya:rg tida-k diaaggarkan yaitu Pajak F-eklarrt-e yang

terealisasi sebesar Rp87.288.88O,00.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak
agar melakukan langkah-langkah yang lebih cfcktif untuk
peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:
(1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal

lO2 Undang-Undang Nornnr 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa
pengarggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam
APBD mempertimbangkan paling sedikit:
(a) kebijakan malroekonomi daerah yang meliputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi
daerah, ke-umpaRgan pendapatan, indeks pembangunan
manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran,
tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang
diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional
Aqn l.rehiizrlz-an rnqVrnr,l'lnnn:'ni r;an cr tncnAocori

penJrusunan APBN; dan
(b) potehsi pajak daerah.

(2) Menetapkan target pajak dacrah yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahul 2O19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama
dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat
berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakaa
Pemerintah Kabupaten Puncak dalam pengelolaan pajak
daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang
ciitetapkan cialam peraturan Bupati tentang perubahan
APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan
untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.

(4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
rrerr.t lr-arra ran na ia lz

(5)Melakukan.../7
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(5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan
daerah, s€rta mela.r<,:l<sr sr-rategi dsr inova-si laianya yang
efektif.

(6) Melakukan koordinasi yang lebih efelrtif dan rnendorong
kerja sama antarperangkat daerah dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah
Pada Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari
Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar

Rp54.000.000,00 dari ang,gar:rn yang ditetapkan sebesar
Rp5OO.0O0.OO0,00.

Tabei 4 Anggaran <ian Reaiisasi Retribusi Daerah

TA 2023 s.d. 2O24

Tahun

2023
2024

Anggararr

198.250.000,00
500.ooo.ooo,oo 

-

Realisasi
(Rp)

540.O00.000,00
54.OO0.000,oo

t%t

272,380/o

r0,80%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, Pendapatan Retribusi
Daerah tc'calisasi sebesa:' Rp54.OOC.OOC,OC atau 1C,80%
dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp500.0O0.000,00.
Penetapan target retribusi daerah TA 2O24 menurun 7 ,4lo/o atau
sebesar Rp40.000.000,0O dari realisasi retribusi daerah TA
2023. Apabila dibandingkan antara realisasi Pendapatan
Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp54.000.O00,00,
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerai Tahun 2O23 sebesar
Rp540.O00.000,00 maka terjadi penurunar Penerimaan
Retribusi Daerah sebesar 9O,OO% atau sebesar
RpsOO.OoO.oOO,0o.

Berikut realisasi retribusi daerah TA 2024 berdasarkan objek
dan sub rincian objek pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah
yang yang mempengaruhi tidak mencapai target yang
ditetapkan, yaitu retrihusi pela3raaaa persaapahaa/kebersihan
dengan kode rekening 4. i.02.01.02.O001 terealisasi sebesar
Rp46.72O.0OO,OO atau 10,80% dari yang dianggarkan sebesar
RpSOO.OOO.OOO,OO.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah
mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun
sebelumnya.

Capaian.../8
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Capaian realisasi tersebut dapat menunjukkan belum
optimalnya kinerja dan upaya yang dilakukan oleh perangkat
daerah ya:rg mernbidangi per'::.unguten retribusi daerah deLam

mencapai target yang telah ditetapkan.
Memperhatikan hal ters€but, Pemerifltah Kabupaten Puncak
agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efelctir"itas
pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:
(1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal

1O2 Undang-Undang Nomor l Tahun 2A22 yaag menegaskan
bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
(a) kebijakan mai<roekonomi daerah yang meiiputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan
manusia, kemandiriarr fiskal, tingkat pengargguran,
tingkat kemiskinan. dan daya saing daerah yang
diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional
dal kebijakan makroekonomi yang mendasari
penJrusunan APBN; dan

(b) potensi retribusi daerah.
(2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (41 PP

Nomor 12 Tahun 2O 19.
/?l rrpnrnrcrrn laMron raolicoci r.raru{oh6fon rprri}rlci

daera-h semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi
daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam
pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan
retribusi daera-h yang ditetapkan dalam Perda tentang
perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat
direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan
retribusi daerah.

(4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah
(kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah
untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat
meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh
nocrraralrot harlz^6f r;lu t oi +arhazlon *^i^-l-^t^-

PLrrrrrFj^uL4r
pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundatrg-undangan.

(5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
pembayaran retribusi daerah.

(6)Melakukart.../9
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(6) Melakukan percepat rn dan perluasan elektronifikasi
transa-ksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan
daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang

efektif.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah y-ang dipisahkan
TA 2024 sebesar R92.944.981.523,00 atau 66,18% dari yang
dianggarkan sebesar Rp4.45O.O00.OOO,OO.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan TA 2023 s.d.2024

Tahun

2023
2024

Anggaran
(Rp)

3.OOO.OOO.OOO,OO

4.450.00b.000,00

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil
Pengelolaan Kckayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu
sebesar Rp2.944.98 1 .523,0oatau 66,180/o dibawah target yang
dianggarkan sebesar Rp4.450.0OO.000,00. Capaian realisasi
hasil pen6elolaan kckayaan -aerah yan6 dipisahkan TA 2C24
dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan TA 2023 meningkat sebesar
Rp l. 1 20.555. I 63,00 atau 67,42oh.
Berikut realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek
pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang yang
mempengamhi tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu
bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen)
atas penyertaan mociai paria BUMD (aneka usahai dengan ko<ie

rekcning 4. 1.03.O2.02.0OO1 terealisasi sebesar
Rpl .377.673.000,00 ata:u 46,7 Oo/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp2.950.00O.OOO,00.
Realisasi Hasil Peneelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dari Bank Papua merupakan setoran dividen atau bagian laba
Pemerintah Kabupaten Puncak unruk tahun buku 2024.
Pembagian deviden sesuai dengan banyaknya saham yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Puncak terhadap perusahaan
tersebut, Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkal dari BUMD- Aneka Usaha.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak pada
tah un - tahun mendatang agar melakukan langkah- langkah :

l l l maaiaaa A^^ 6^A;adL6lL^^ l-,,^r:r-
r i i ii.LiiJ.7.6q uLrrr rtrr,rrrrr6^ qo lJl,rLrruanrdd.rr L4rtiLL

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan

Realisasi
(Rpl

1 .824 .426.364,OO
2.S44.981.523,00

Realisasi
o/o

oo,s t -"r,

66,18%

mclaksanakan. .. / 'l 
O
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melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang u'ipisar\kan dm perufct€n rrlanfaat

ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertenfu, antara lain:
(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu

tFrto,r-rttt Fren rnq rleuidcn hrlytoa dan rrr"trfgfbUhan nilai
-vl 

q 
I7q

perusahaan daerah yang mendapatkan investasi
pemerintah daerah;

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

(d) peningkatan penyerapan tenaga ke{a sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari investasi pemerintah daerah;

se'oagaimana diirmernatkan citriam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2| mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal
daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil
rlcn cralnlaon bpb ava an Aqacah rror:a ;iini oohlzor lzhr rer reruo.re.+qJ r44.

perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau
belum optirhal memberikan koritribusi terhadap pendapatan
daerah.

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pemba-ngunan
perekonomian.

dj i,ain--t,ain PAD yang S-ah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar
Rp7 .7 46.7 54.7 7 6,00 atau 58,680lo dari dianglarkan sebesar
Rp 13.202.545.747,oO.

Tai:ei 6 Anggaran dan Realisasi l,ain-iain PaD yang Sah

TA2023 s.d.2024
Anggaran RealisaiiTahun

'20'23

2024

(Rp) (np)
r7.250.000-000,00 14.765.459.956,42
13.202.345.747,OO 7.746.754.i76,OO

Realisasi
o/o

85,60%
58,680/o

Berdasarkan.../ l1
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Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi iain-
lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp7.746.754.776,00 atau

-J:t-^---- l- A:^---^-L^ 
-l----Jclrt O /r., (ltrr€lwdll ta.rS\.t JarrS uraJ.r554 ^4r

Rp 1 3. 202. 545 .7 47,OO. Penetapan target anggaran lain-lain PAD

yang sah TA 2024 menurun 10,58% atau sebesar

Rpi.562.914.209,42 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA

2023.
Berikut realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek
pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang yang
mempengaruhi tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu
tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara dengan
kode rekening 4.1.04.08.01.0001 terealisasi sebesar
Rp6.970. 128.273,OO atatt 57,760/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp12.O68.O45.709,O0.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak
agar melakukan langkah-langkah yang lebih efelrtif untuk
mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari
lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:
( i i ivienetapiian target pendapatan jasa giro ciengan menciasari

jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pemerintah
daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan
di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening
lrerr;l q lr.q ra nanctcltraran J henrlahara nanclalrroron ;larn Fro n f r,

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi
pemungutan pajak daerah agar melakukan l'angkah dan
upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak
daerah serta denda prjak daerah.

(3)Menyn:sun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama
dal progr.osis 6 (enrm) bulan berikutnya dengan baik dan
akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang
ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian
objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan
Rp 1.57O. 120. I 0 1.987,OO
Rp 1.598.394.944.794,OO.

tran-sfe-r

atan 98,23o/o

2024
.rnggaran

sebesa--r

sebesar
TA
dari

Tabel 7.../12
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Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah
TA 2A23 s.d. 2024

Tahun

2023
2424

Anggaraa
(Rp)

1.560.850.700.696,OO
r.sds.3e4.94 4.744,oo

Realisasi
(RP)

1.556.801.869.789,OO
1.570-120.101.987,O0

Realisasi

f/,1
99,74Va

98,230/c

Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar
Rpl.570. 120.1O1.987,OO atau. 98,23o/o tidak mencapai target dari
yang dianggarkan sebesar Rp1.598.394.944.794,A0. Realisasi
pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar
89,583,/o terhadap totai reaiissi pc-Ru'apatart daerah Th 2424.
Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan
dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023 meningkat sebesar
Rp13.3 I 8.232. 198,00 atau 0,869i,.
Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci
sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA
)O?4 seh-cs-er trn I I ?O F'Aa, A1A C'l.R On qratt Q'7 9Ao/^ Aori vono

dianggarkan sebesar Rp 1. 1 54.659. 563.000,00.

Tabel I Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan T A 2023 s.d. 2O24

Tahun

202,3

2024

L^-n^- -ru1664<u.
(Rp)

i.o71.399.372.OOO,OO
1.154.659.563.000,O0

D-^t:-^-:

(Rp)

1.062.ta9.4t7.173,OO
1.129.665.618.538,00

D--l:-^-,;

%t
99,14"ro

97 ,84010

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar
Rp 1.129.665.618.538,00 atau 97,84o/o tidak mencapai target
dari yang dianggarkan sebesar Rp1.154.659.563.OO0,0O.
Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024
A:;^-A:--L-- A^^-^- 

-^r:-^-; 
r^-^ -^..:-L^-^- ,t\^ 4/\aar rlLrrSall \larrd lrlr rrrrudttBarr ar\ z-vz-\)

meningkat sebesar Rp67 .47 7 .2O 1.365,00 atau 6,357o.
Realisasi pcndapatan dana perimbangan TA 2O24 terdiri dari:
(1) Dana Bagr Hasil (DBH) tercalisasi sebcsar

Rp176.671.145.178,00 atau 7O2,92o/o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 1 7 1 . 665. 365.000,00.

(21 Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar
Rp782.685.935.355,O0 atau 99,2oo/o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp789. OOO.237.O0O,00.

(3i Dana Aiokasi Khusus (DAKi Fisik tereaiisasi sebesar
Rpl39.262.932.492,OO alan 86,77Yo dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp I 60.492.579.OO0,00.

(4)DAK.../ l3
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(4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp31.045.6O5.513,00
ataw 92,670/o dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
--L-^^- D-22 qnrtao nr)rl nnr\Pvv'vv a.vv!

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-la.innya
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2024 sebesar Rp423.926.595.000,00 atau 99,30% dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp426.896.064.000,00.
Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah

Pusat-Lainnya T A 2023 s.d. 2024

Tahun

2023
2024

T-
l

Anggaran
(np)

47 4 .235.914.O00,OO
426.89b.064.000,00

Realisasi

Bp)
479.856.480.000,00
423 .926.595.000,00

Realisasi

- (o/"1

1o 1 , 190/o

I 99,30o/o

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2O24 sebesar Rp423.926.595.000,00atau 99,30% dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp426.896.064.0OO,OO.
Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnl:a TA 2024 dibandiffia,-. dengarr reafisasi Perrdapatarr
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2O23 menurun sebesar
Rp55.929.885.OO0,OO atau sebesar I 1,660/o.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2024 antara lain dari:
(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tamba.hann

Infrastruktur terealisasi sebesar Rp223.152.257.OO0,O0
atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp223. I 52.257.OO0,O0.

i2l Da:'.a Desa terealisasi sebcsai Rp197.8O.+.869.CCO,OO
atau loo,00o/o dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp I 97.8O4. 869.OO0,OO.

(3) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar
Rp2.969.469.O0O,00 atau 5O,00% dari anggaran yang
ditetapkan da,lam APBD sebesar Rp5.938.938.OOO,0O.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah
dalam 2 (dual tahun terakhir (TA 2023 s.d. 20241
sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10.../ 14
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Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar
Daerah TA 2023 s.d. 2O24

Tahun

2023
2024

Anggaran
(Rp)

15.215.414.696,O0
io.sss.s rz.zs+,oo

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Puncak
TA 2024 terealisasi sebesar Rp16.527.888.449,00 atau 98, 15%
dibawah target yang dianggarkan sebesar
Pn l 6 83a jl7 7a4 OO Reali,sasi Pendaaal_an Transfer A.ntar
Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan
Transfer Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar
Rp 1.770.9 15.833,OO atau 12.007o.
Realisasi pendapatan transfer antar daerah ini merupakan
Penciapatan Bagt Hasii yang tereaiisasi seiresar
Rp16.527.888.449,00 atau 98,15% dari yang dianggarkan
sebesar Rp I 6.839.3 I 7.794,OO; dan
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak
pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan
transfer agar melakukan langkah-langkah:
(1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam

rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan
DBH;

1't\ rr^l^l-.1-^- t^--r--L l^^^l-^L ^^+i-^l;-^-: -^r:^--j\11 rrrLr.u\rr^cLir rcrrr6^arr-rcurts^cr-rr LrPrrrlralrsarDl rc;crl"r-asr
pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik
dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat
dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU
yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang
mengelola DAK dan DAU yang dilenfukan Denggunaannlra
dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian
laporan dan dokumen penyaluran; dan

(4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kepgiatan yang
didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah
percepat.rn peiaksanaan, dan penyiapan penyampaian
laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran
DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Reaiisasi iain-iain penciapa-ran ciaerah yang sah TA 2O24 tereaiisasi
sebesar Rp171.455.O 14,629,OO atau 10O,O8% dari anggaran
sebesar Rp i7 1.3 I 7.459.O98,0O.

Realisasi
(Rp)

14.756.972.6t6,OO
16.527.888.449,O0

Realisasi
('/tl

96,990/o

98,1s%

Tabel 11.-./15
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Tabel I I Anggaran dal Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah TA2023 s.d. 2024

Tahun

2023

Ang8aran Realisasi

Ep) , (RP) 
-98.403.325.530,00 9A.226.93a.634,OO

Realisasi
o/o

99,826/; 
'

100,08%2024 171.317.459.098,00 171.455.014.629,OO

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar

Rp171.455.014.629,00 atau IOO,O8% melampaui target dari yang
dianggarkan sebesar Rp171.317.459.098,00. Realisasi lain-lain
pendapatan u:her-ah yang mh TA 2A24 meni-r rtsKat 74,557o atau
sebesar Rp73.228.O75.995,O0 dari total realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah TA 2A23 dan memberikan kontribusi
sebesar 9,78o/o pada total realisasi pendapatan daerah TA2A21.
Adapun realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah vang
merupakan pendapatan hibah TA 2O24 dari:.
a) Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga dengan

realisasi sebesar Rp161.251.595.680,00 atau 100,00oh dari
yang dianggarkan sebesar Rp f 6 1 .25 1. 595.680,00. Pendapatan
ini merupakan bagian dari Pen<iapatan Pemerintah Kabupaten
Puncak yang bersumber dari bagi hasil keuntungan PT Freeport
Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-
undang.

b') Pendapatan Lain-lain Pendapal,an Sesuai dengan Kctentuan
Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar
Rp10.2O3.418.949,OO atau 101,37%o dari yang dianggarkan
sebesar Rp1O.065.863.418,OO. Pendapatan ini merupakan
bagian dari Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada
FKTP.

Berdasa.rkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024 ,

disimpulkan beberapa hat sebagai berikut:
1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,647o terhadap total

realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut
menurun dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar
I,07olo terhadap total realisasi pendapatan daerah TA2023. Namun
hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan
*--t-;L^^ *^-.-A:--^ -.,-L- *^.1*-^^ t--;^.^-

PurlJt?\r1q'aJlPll,Slanll,]r.r-6lala'rl
dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.

2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebcsar
89,58o/o terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lcbih tinggi
dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 0,640lo dan
kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 9,787o
terhadap total pendapatan daerah TA 2024.

Hal...l16
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H€l iai aenunj,;kkan bah*'s kete:'g'-ntung*1 Pemeri.ntah

Kabupaten Puncak terhadap transfer pemerintah pusat cukup
tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatal
yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak.

Memperhatikan ha,l tersebut di atas, dalam rangka efektivitas
pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten
Puncak agar:
1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang

ada di w-ilay:ah Kabupate-r, P.incali, serta meriSei'rrba.-.Ekan potensi
tersebut sebagai objek penerimaan daerah.

2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan
memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022
yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
a) kebijakan mal<roekonomi daerah yang meliputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia,
kemandirian hskal, tingkat pengangguran, tingkat kemisi<inan,
dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang
mendasari penyusunan APBN; dan

b) pote-nsi pajak daerah dagr- retribusi r)aerz,Jl-

3) Mengupayakan peningkatar PAD yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan waiib retribusi

yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah
dan retribusi daerah;

b) meningkatkan ke{a sarna dengan pihak terkait dalam
pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan
pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam
tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;

d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholders agar strategi
peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan

e) mengoptimalkan penyelenggaraaa ETPD untuk penerimaan
daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan
kerja i;ama u-errgan iernbaga keu:rngan bank dan/atau non bank
untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka
mempermudah wajib pajak/ wajib retribusi dalam memenuhi
kewajibannya.

4)Menyusun.../ 17
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4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi peiak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan iain-iain PAD yang sah secara iebih terui<ur <ian

rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan

faktor-fa-ktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan
daerah.

5) Melakuka:r penyesuaian perencanaan an6garafl setiapjenis, objek,
rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang
perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan
yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA

semester pertama.
6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan

pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan

transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non
flsik, antara lain dengan memenuhi sYarat dan ketentuan
penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan
penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai
dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan
dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan
untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BEI,ANJA DAERAH
Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.75O. 110.944.350,46
atau 93,39% dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.874.O39.9 I 1.633,O0.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Anggaran Realisasi Realisasilanun (Rp) (Rp) f/'l
r,,\' ; r.,^.,-^ d;;^zvzJ t.a t 1.vo1.zw\r..)Jr,v\-, l.urJ.rou.ooJ,+:r:r,Jo o.+,ot-/o

2024 1.874.039.911.633,00 1.750.110.94?.350,46 93,39/o

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja
daerah TA2024 sebcsar Rp1.75O. 1 1O.944.350,46 atau 93,39Yq sudah
optimal dari yang dianggarkan sebesar Rpl.874.039.91 1.633,00.
Namun demikian, penetapan target anggaran belalja daerah TA 2(J24
dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat
sebesar Rp20O.259.028. 133,42 atau 11,967o.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024
diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

llBelanja.../ 18
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1) Belanja Operasi
Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp1.185.050.556.182,60
atau 94,83o,/a dari ya?,g dr-;rggarkaa sebes€-r

Rp L.249.7 04.9 67 .298,OO.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA2023 s.d.2024

i_-- -^_rurBBdr cur

(Rp)

1.257.905.960.862,OO
t.249.704.967.298,00

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja operasi TA
2024 sebesar Rp1.185.O50.556.182,60atau 94,83o/o dari yang
diangqarkan sebesar Rpl.249.704.967.298,OO. Selanjutnya
realisasi belanja operasi TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
belanja operasi TA 2023 meningkat 8,l9tb atau sebesar
Rp89.683.994.64O,83.
Porsi realisasi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi
belanja daerah TA 2024 sebesar 67 ,7lo/o meningkat sebesaf 2,27yo
rlo ri rrnrci l-nloniq nncraci TA 1nC1 salrasor Aq Ldot'^

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai
berikut:
a) Bclanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir (TA 2023 s.d. 20241 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawa-r
TA 2023 s.d.2024

Tahun

2023
2024

r)-^ t:- ^ ^:l\c€trlsasr
%l(Rp) 

,

1.095.366.561 .541,77 87.O8l,1,

1. 185.050.556. 182,60 e4,83,,1,

Tahun

20'23

2024

Anggaran
(Rp)

339.886.55 i.382,00
356.908.91O.968,OO

I\Cattsasl
(Rp)

324.89O.579.902,b0

340.717.416.1 14,OO

f/"1

95,59o1o

95,460/o

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja pegawai
TA 2024 sebesar Rp34O.717.416.114,00 atau 95,46Yo sudah
optimal dari anggaran sebesar Rp356.9O8.910.968,00.
Selanjutnya penetapan target anggaran belanja pegawai TA
2O24 meningkat sebesar Rp32.018.331.066,OO atau 9,86% dari
realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian, realisasi
belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
belanja pegawai TA 2023 meningkat 4,87Yo atau sebesar
Rp 15.826.836 .212,OO.

Berdasarkan.../ 19
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b) Belanja Ba:r'an g dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar
Rp648.772.9O1 .918,60 aLau 94,7|Y" dari yang dianggarkan
sebesar Rp685.O3 1. 140.530,OO.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
TA 2023 s.d. 2024

Tahun
' iazt

2024

Anggaran
(Rp)

764.560.953.558,00

68s.03 r.140.SiO,OO

Realisasi
(Rp)

669 .s67 .709.744 ,77

o+e.ztz.got.918,60

Realisasi
('/"1

87,580h

94,7 101,

Data pada tabel diatas menunjukan bahw'a realisasi belanja
barang dan jasa TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan
karena terealisasi sebesar Rp64a.772.9O 1.918,60 atau 94,71o/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp685.O31.140.530,00.
Capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 menurun
sebesar Rp2O.794.4O7.826,17 atau 3,11o/o dibandingkan
dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar
o^AAO <Aa 'rno 1lL aarrlJUv,.ve

Tidak tercapainya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024
tersebut disebabkan oleh realisasi objek belanja barang dan
jasa antara lain:
( 1) Belania barang terealisasi sebesar Rp I 87. 1 60.392.7 95,10

atau 94,630/o dari anggaran sebesar
Rpl97 .77a l72-621 ,OO,

(2lBelanja.. . / 20

Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi

anggaran belanja pegawai TA 2024 <iari totai anggaran beianja
daerah TA 2024 sebesar l9,O4o/o, meningkat 1,81%

dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023
dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 17,23/o.

Namun ciari segi reaiisasi, porsi reaiisasi beianja pegawai TA

2O24 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar

19,47o/", meningkat O,O6% dibandingkan dengan porsi realisasi
belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA

2C23 yaitu 19,47o/o. Pemcr-intah Kabupaten Funcak daiam

mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap
memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang
menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan

-.-. 
--^-- -J:^t^l-^^:r-^- 

--r-r.-i 
.lrl1n 

-^1,:--.:-^--: at\ctl )^; .^.-l
BLrr u JctrrE, urdruActirradrr lllglil!Lu r r\L, PatlrlrE, Llllts6r \r\J70 (ra,'r r f(Jtial

belanja APBD.
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(2) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp305.170.712.277,3O
atau 92,58o/o dari anggaran sebesar

l(pJzY.oJJ.cJZ. I OO,UU.

(3 ) Belanja pemeliharaan terealisasi Rp4. 100. 7 1 9. 52O,20 atau
87,8Oo/o dari anggaran sebesar Rp4.67 O.47 |.9O8,OO.

(4) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar
pn-9.7 Or-R A1, CrO Of) aforr Ql 4Do/^ Aari attooeratt c-r.hcc-a r

Rp96.196.607.187,00.
(5) Belanja uarg dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat tcrealisasi sebesar

Rp49.787.382.800,00 atau l0o,00o/o dari ang,qaran
Rp49.787.382.800,00.

(6) Belanja Barang dan Jasa BOSP terealisasi sebesar
RpS.117.546.25.5,00 atau 73,48o/a dari anggaran
Rp6.96a.973.A26,Oo.

(7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskes*s5 lslsali5asi
sebesar Rp9. 507. 736.042,00 dari anggaran RpO,O0.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas,
D----:- + - L L-l-,,-^+-- D,.--^1, 

-.,-'.rqrr \rPa rlr r r qrre.r^ 46@.

(l) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub
kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun
jadwal peiaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai
denga:r rercaJra pen-ankan dana untr:k setiap sub rincian
objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;

(2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan arggar€rn belanja barang dan jasa pada

masing-masing SKPD secara simultan. agar konsisten
antara pelalsanaan anggaran dengan rencana anggaran kas
yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,
sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang
realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut
dapat dimanfaatkan untuk mendanai program / kegiatan
yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat;

(3) meningkatkan kualitas perencana€rn anggaran dengan
melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan
efisien untuk pencapaian output keglatan dan sasaran
prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian
terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya
dapat diiair-ukan secara eieictif dan eirsien;

(4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja
barang dan jasa pada SKPD; dan

c)Belanja... / 2 I
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c) Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar
RPi 64. 84 i . 74 3. 3OO,OO ata'a 97,2 3ryro dari yar-rg -urar-iggar-mn
sebesar Rp 169.54 1.3 I 5.8O0,O0.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 s.d.
2024

Tal.un

2023 r19.416.246.922,00

2024 169.54 1.3 15.800,00 i t64.841.7 43.jOOpO

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah
T A 2024 sebesar Rp 1 64.84 i. 743.300,00 atau 97,23o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rpl 69.54 i .3 I 5.800,00
Apabila dibandingkan dengan .sslisasi Tahun 2023 sehesar
Rp69.291 .701 .995,00 maka terjadi peningkatan untuk realisasi
Belanja Hibah sebesar L37,9Oo/o atau sebesar
Rp95.55O.041.3O5,OO. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah
kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai
politik.

rll Ralania Rentrr:n Snsial
Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar
Rp30.718.494.850,00 atau 93,370/" dari yang dianggarkan
sebesar Rp32.899.200.0O0,O0

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 s.d.2024

Anggaran

{Rp)

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

69.291.701.s95,OO

Realisasi
(Rpl

Realisasi
%t

58,03%

97,230/o

Realisasi
("/rl

91,920/o

es,3i%

Tahun

2023 30.o22.r69.000,00 27.596.569.900,00

2024 32.899.200.000,00 30.718.494.850,00 l

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja
bantuan sosial TA 2O24 sebesar Rp3O.718.494.850,00 atau
93.37Vo dari yang dianggarkan sebesar Rp32.899.20O.0O0.O0.
Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2024 meningkat
19,2lo/o atau sebesar Rp5.302.63O. l0O,0O dar:i realisasi belanja
bantuan sosial TA 2O23.

o! D-t--:- lr^rJ4' uLra.rrta. rlr'.,ua.r

Realisasi belanja modal TA 2O24 sebesar Rp246.475.27 5.815,B6
atau 81,10o/o dari yang dianggatkan sebesar
Rp3O3.926.250.735,OO.

Tabel ra...122
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Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 s.d.2024

Tahrrn Anggaran Realisasi Realisasi
(Rpi (Rpi tui

2023 383.702.L27 .795,00 245.511.O58.9s7,81 63,980/o

2024 303.926.250.73s,O0 246.475.275.815,86 81,1O%

Berdasark-en tabe! dlatas, reali-"asi belanja nr-odal TA- 2O24 belun
optimal karena terealisasi sebesar Rp246.475.27 5.815,86 atau
81,10% dari yang dianggarkan sebcsar Rp3O3.926.250.735,OO.
Selanjutnya porsi realisasi belanja modal TA 2024 dari total
realisasi belanja daerah TA 2A24 adalah sebesar 74,O8o/o, menurun
O,58Yo dibandingkan dengan porsi realisasi belanja modal TA 2O23
sebesar 14,670/o.

Anggaran dan realisasi berdasarkanjenis belanja modal antara lain
sebagai berikut:

al Belanja Modal Tanah
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar
Rp1.501.1O7.896,00 atau 84,98% dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1.766.376.000,O0.

Tabel l9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA2023 s.d.2O24

Tahun
Anggaran

Rp
Realisa.si

Rp
Realisasi

%t

-,1

I

I

2023 650.000.000,00 650.000.000,00 i 1o0,00%

1.766.376.000,O0 1.50 r.107.896,00 84,98o/o i

Berdasarkan tabel diatas, rea-lisasi belanja modal tanah TA
2024 sebesar Rp1.50I.107.896,00 atau 84,987o dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.766.376.000,00. Selanjutnya
realisasi belanja modal tanah TA 2024 dibandingkan dengan
realisasi belanja modal tanah TA 2023 terdapat peningkatan
t 1I-r .l,40.L -+-,, --,-..^- D-q(r ,n? eOA nr\yuv r '

Beberapa realisasi yalg mempengaruhi tidak tercapainya
realisasi belanja modal tanah TA 2024 pada sub kegiatan dan
rincian objek belanja pada dinas pekerjaan umum,
rcntmohoa^ rlan lzarlroc-on not'tttrtTzintan rroirrr crrh ll,aoiatan

pengubahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan
strategis dacrah kabupaten/kota dcngan kode rekcning
1.03.O8.2.O1,OO17 terealisasi sebesar Rp1.501.107.896,OO
atau 84,98% dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1 . 766. 376. 00O,OO dikarenakan realisasi Belanja Modal

Tanah.../23
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Tanah Lapangan Parkir dengan kode rekening
5.2.01.01.03.0002 terealisasi sebesar Rp1.5O1.107.896,00
atau 8+, -o8o,/" dart yallg diaaggrkan sebesar
Rp1.766.376.00O,00.

b) Belanja Moda-l Peralatan dan Mesin
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar
Rp28.662.4O9.54,?,OO at-su 97,650/+ d-;i y-;rg di*e.ggerkan
sebesar Rp29.352. I 54.080,00.

Tabel 2O Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2023 s.d.2O24

Tahun

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan dan
mesin TA 2024 sebesar Rp28.662.4O9.543,00 atau 97,650lo dari
yang dianggarkan sebesar Rp29.352.154.O80,OO. Selanjutnya
realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024
r:1-^-l:--!-^- l^--- 

-^t:^^^: 
l--r--:- 

-^)^t -^-^l^.^- )^^lll l,rati t\rr, lBl\ctrr. uLrrEa.rr r Lclrrscrllr r,rLrdl rJa rrru\lotr P!rdrdrdll (ldtrr

mesin TA 2O23 terdapat peningkatan 48,31olo atau sebesar
Rp9.335.818.849,52.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi belan;a n".odal gedung dan bangunan TA 2424 sebesar
Rp151.192.617.172,36 atau 73,360lo dari yang dianggarkan
sebesar Rp2O6.097. 508.938,O0.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gcdung dan
Bangunan TA 2023 s.d. 2024

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisasi

lt/,|
t56.24t.789.907,33 7 6,L90/o

15t.L92.6t7 .t72,36 73,36.h

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan
bangunan T A 2024 sebesar Rp 1 5 l. 192.6 1 7 . 17 2,36 atau 73,36%
dari yang dianggarkan sebesar Rp2O6.097.508.938,00.
Selan-iutnya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA
2O24 dibartdingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan
Bangunan TA 2023 mengalami penurunan 3,23o/o atala sebesar
Rp5.049.172.734,97 .

Beberapa realisasi yang mempengaruhi tidak tercapainya
realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2O24

Realisasi

%t
28.390.718.205,OO 19.326.590.693,48 68,O70/o

2024 29.352. 1 54.080,00 28.662.409 .543,OO 97 ,650/0

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Tahun

205 .064 .72r.067,00

206.097.508.938,00
2023

2024

pada...l24

2023

I I
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pada sub kegiatan dan rincian objek belanja pada dinas
Sekretariat daerah yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor
atau Bang'.inan Latnr4.a dengan kode iekening
4.O 1 .O 1 .2.O7 .0O09 terealisasi sebesar Rp 1 2.099.386.63O,4 I atau
66,680/o dan yang dianggarkan sebesar Rp 18.144.163.059,00
dikarenakan realisasi Belanja Modal Rumah Negara Golongan I

dengan kode rekening 5.2.O3.O 1.O2.O001 terealisasi sebesar
Rp1.5O2.628.000,00 atau 50,85% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.955. 180.248,OO.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024
sebesar Rp64.O70.529.204,5O atau 97,58% yang dianggarkan
sebesar Rp65.660.21 1.7 17 ,OO.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan TA 2023 s.d.'2O24

46 ,140/o

2024 65.660.21 1.717,00 . 64.O70.529.204,50 I

Berdasarkan tabel diatas, rea.lisasi belanja modal jaian, irigasi
dan jaringan TA2024 sebesar Rp64.O7O.529.2O4,5O atau 97,587o
dari yang dianggarkan sebesar Rp65.660.211 .717,OO.
Selanjutnya rea-lisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
.f A rrt\^^ l:t-^-r:--l-^- ,{---^- 

--l;-^-; 
L-l^^;^ ^^a-l ,^l^-t11 zii L-t \rr l!,arl'\ru rt3^a,r r uLrr6d! rLctrroaor !,rrarrJa rrrt \,r.u t,ancr-rr,

lrigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami penurunan 6,860lo atau
sebesar Rp4.7 f 9.869. 1 52,5O.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar
Rp498.612.OOO,00 atau 99,72o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp50O.0OO.OOo,O0.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap
i,ainnya T A 2023 s.ti. 2O24

97 ,580/a

un^t-.. Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

20'23 505.000.000,00 502.280.OO0,O0

'2024 500.ooo.oo0,00 498.612.000,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya
TA 2024 sebesar Rp498.612.OO0,00 atau 99,72vo dari yang
A;^^----L^^ --l.---- D-q^ rvl 

^ 
n nsr<rr 156<l1 6qr r\Pvvv. vvv. vvv, vv.

Reaiisasi
Rp

Reaiisasi

f/,t
Anggaran

Rp
Tahun

2023 149.091.688.523,00 68.790.398.357,O0

99,46'/0

99,720/o

Realisasi

fkl

Memperhatikan... /25
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Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkan
dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Puncak pada tahun
mendatengagar::,-ela-kukan!--n-.kah--1.;rgkah:
a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal

untuk pencapai:an output sub kegiatan, dengan;
(1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang

diuraikan sampai dengan rencara penarikan setiap rincian
objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan

{2} melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-unclangan dalam rangka mengefektifkan waktu
pengadaan barang modal.

b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara
pelaksanaan anggaran dengan rencana anggzrran kas yang
ditetapkan <iaiam <iokumen peiaksanaan anggaran, sehingga
terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya
diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat
dimanfaatkan untuk mendanai program/ kegiatan yang lebih
^-;^-:.-- l^l^- --^-L^ 

--:--L^+^- -l^,,--^- 
,1^^

Pr r\Jr rrals r o.rr6.tlq PurrrrrSAalr<ur plrqJarr4r

kesejahteraan masyaral<at ;

c) meningkatkan kualitas perencanaan anggErran dengan
melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan
efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas
daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap
rencasla kegiatan agar dalam pelaksanaanrrya dapat dilakukarr
secara efektif dan efisien; dan

d) mematuhi pedoman pen)'trsunan APBD untuk tidak
menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari
aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut
diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun
anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga
Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar
Rp2a. 17 7 .243. 352,00 atan 9 3,92o/o dari yang dian ggarkan sebesar
Rp30.OOO.0O0.OOO,00.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

TA 2023 s.d. 2024

Tahun i

2023 54.OOO.OOO.000,OO 50.888.930.O00,OO

28-t77 .243-352,OO

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisas

%l
94,24oh

93,920/o2024 30.ooo.ooo.ooo,oo

Berdasarkan... / 26
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Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024
sebesar Rp28.177 .243.352,00 ataw 93,92Yo dari yang dianggarkan
c.clwcor Pn1/] OOf) nnn nnn nn

Pemerintah Kabupaten Puncak harus tetap menyediakal belanja
tidak terduga sebagai antisipasi pe.menuhan kebutuhan
pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan
pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Puncak harus melakukan evaluasi dan
pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga
terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi
tidak optimai, angg-iannya dapat diaiihkan sebagian untuk
mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalarn rangka
pelayanan dan peningkatan ke sej ahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer
Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp290.407.869.000,00
atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp290.407.869.000,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belan-ia Transfer TA 2023 s.d
2024

Tahun

2023 276.476.11 1.700,00 282.014.333.0OO,00 102,OODI,

2024 290.408.693.600,00 29O.4O7.869.000,00 i 100,00%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belalja
transfer TA 2024 sebesar Rp290.407.869.O0O,00 atau 1OO,0O%

dari yang dianggarkan sebesar Rp290.4O7.869.000,00.
Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan
dengan realisasi belanja transfer TA 2023 meningkat 2,98o/o atau
sebesar Rp8.393.536.0OO,O0.
Anggaran dorr.- i:eaiisasi berdasa: r<ar-r jenis beiarija transfer a-traiah

Betanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Ke Desa.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi
Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
l---:l-.+.

1) Realisasi belanja daerah TA 2A24 tercapai 93,39o/o. Realisasi
belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
900.1.15.1/18786/Keuda,tanggal 4Desember2023,

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisasi

f/,1
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hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O24, yang menargetkan capaian reali5a5i
belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/ Kota minimal 9O7o pada
triwulan IV.

2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai tercapai 93,34o/o, namun
porsi belanja pegawai dari segi total anggaran belanja daerah TA
2024 sebesar l9,O4o/o, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi
rralisasi sebesar 19,47Yo dari total r:ealisasi bela:rja daerah TA
2O24. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawar
TA 2A24 tersebut, Pemerintati KaLrupaten Puncak agar tetap
mengalokasikan dan merea,lisasikan belanja pegau'ai sesuai
dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2O22 yang menegaskan
bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru vang
dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30o/o dari total belanja
APBD.

3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup sebesar
37,ATio terhadap totai reaiisasi beianja daerah TA 2024.

4) Porsi realisasi belanja modal TA 2O24 sebesar l4,O&oh terhadap
total realisasi belanja daerah TA'20'24.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang
Perrierintar\Katrupatc-nft .i-ucakagarmeiakokaniangk-ah-iang'rah
untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara
lain:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan angga-ran belanja daerah

dengan menetapkan target anggaral belania secara tenrkur dan
rasiona.l dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan
p€merintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketersediaan sumber pendanaan.

2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja
infrastruktur pelayanan publik.

3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara
akurat terhadap kebutuhan anggara.n setiap akun belanja pada
qcti-an srrh keoiatan rlqlqrn rarrok,e nencanqiant nultttl varts

ditetapkan.
4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan ,Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan
anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifrkasi
RKA-SKPD.

5) Perencanaal dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal
dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN
dan jurnlah pensiua ASll seri'a penetapan acress sebesar 2,596
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang... /28
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tentang pedoman pen5rusunan APBD dan memperhatikan
ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa
Irur sr urrturJa1 PEBawar ul lllnl lur.rJilrEanr Eur Lr J.r-rrE, (Lr.cf.rur1'ilsrll'arl

melalui TKD paling tinggi 30% dari total belalja APBD paling lama
5 {iima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor I Tahun 2022
diundangkan.

6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanj a modal
dengan memperhatikan efektivitas, elisiensi dan ekonomis
pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak
sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.

7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap
belanja barang dan jasa baik, beialja jasa, beianj a uang, maupun
belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar
rv-r-elakurkzn laagkah-langkah strategis sebagar beriku-t:
a) melakukan pengadaan dini sebelum ta-hun anggaran be{alan

setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS,
sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang
cukup;

b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
d) rnenpptir:elkan penerapan bent:k kontrak peng'*daan

barang/jasa berupa bulrti pembelian dan surat pesanan yang
pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam
perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke
depan yang mendasari hasi.l analisis laporan realisasi
anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja
daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat
diiak=analmrsesuaiarrgarany-angditetat'rcal;

f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan
anggaran dengal rencana anggaran kas yang ditetapkan
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap
belanja modal yang rea.lisasinya diprediksi tidak optimai, sisa
anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai
program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka
peningkatan peiayanan dan kesejahteraan masyarakat;

glmelakukan.../29
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g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada
SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk
-----t-,1-l--: 

t---.-r- ----- 1---l--ruErr6lrurucur PctlltttrrDdlr rl'ulrrl lLA _vaurB, ucruaaltrpa pdua
keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan

h) mematuhi pedoman penJrusunan APBD untuk tidak
mengaaggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari
asBek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut
diperkirakan tidak selesai 5ampai dengan akhir ta,hun
anggara-n.

9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang
direncanakal maupun yang dapat tidak direncanakan
sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem
melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima
bantuan sosi-el untu-k me.Jnastkan belania Lralh-ran sosia.l teoa-t

sasaran-
1O) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai

salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan darl belanja modal aset
tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Puncak
per 31 Desember 2O24 sebesar Rp13.635.280.889,65 atau 16,0570
dari dianggarkan sebesar Rp84.974.96 1.994,00, terdiri dari:
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak

.--^l.i-^-i --L----- tt- 7 , aA- rloar ooatLr.r zvz.t rcl ri,'J-lsd.sr sEUtsi1l I\P r.t.uoJ.zov.ooTrurJ d,Ld,u L I ,vz-/o
dari yang dianggarkan sebesar Rp85.974.961.994,00 yang
merupakan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.

2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024
realisasi sebesar Rp1.0O0.000.0O0,0O atau l0O,0O% dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.O00.0O0.0OO,00. Realisasi pengeluaraa
pembiayaan tahwn 2024 tersebut merupalan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah sebesar Rpl.000.0O0.OOO,OO pada PT.Bank
Pembangunan Daerah

d. Sisa lrbih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten hrncak per 31 Desember
2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp 16.321.970.500,19.

Dengan.../30
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Dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran
belanja daera,h dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp1.87+.O39.911.633,OO adal--h A,A?ya. Ap-*bila SILPA TA 2024
dibandingkan dengan SILPA TA 2023 meningkat 1 1,53% atau sebesar
Rp 1.687.946.322,54.

2. NEFJ.CA
a. ASETDAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Punc€k per 31 Desember
2024 yaitu sebesar Rp 2.051.778.836.002,58 mengalami
peningkatan l,l8yo atau sebesar Rp 23.a35.6a1.49t.,24
dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2O23 sebesar Rp
2.O27 .943.L54.5 1 1,34. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Puncak
TA2024, dengan rincian sebagai berikut:
1) Aset Lancar

Aset Lancar Perr^erifltah Kabupaten Puncak per 31 Dcsember
2024 sebesar Rp 34.825.110.070,46 meningkat 69,170/o atau
sebesar Rp 14.239.O62.301,34 dibandinglan dengan Aset Lancar
per 31 Desember 2023 sebesar Rp 20.586.047.769,12. Aset
lancar TA 2024 terdiri dari:
a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp 13.976.622.937,19
(2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 2.92O.OOO,00
(3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp

t.946.L44.?+3,O4
(4) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 60.134.083,00
(9 l{as Dana Kapitasi pada FKTP sebesr Rp 132.159.288,00
(6) Kas Lainnya sebesar Rp 488.369.836,00
(7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp 31.a00.958,00
Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak
perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih
terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum
disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Puncak harus mengupayakan penyetoran kas diiakukan
tepat wakru yaitu paling lambat tanggal 31 Desember
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2O19 tentang Pengeloiaan Keuangaa Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahw 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2O24 sebesar Rp

3.617.601.83O,0O. Sesuai dengan laporan yang disajikan
dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragu.kan
tertagih sebesar (Rp 122.O47.335,79). Saldo piutang daerah
TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:
(1) Piutang Pajak sebesar Rp1 13.957.64O,OO;

(2)Piutang.../31
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(2) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar
Rpl.885.7O4.852,O0;

/11 riDra6, I -ir-l ai* DAn i,a6, eoL c-lr-Gar P6rQn n/l-
tv, r.uL4a5

(4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp
1.6 1 7.939. 158,O0;

c) Persediaan
Saldo persed.iaen per 3! Desennber 2A24 seb€sar
RpI4.691.8O7.731,06 meningkat sebesar
Rpl 1.964.467.022,L0 atau 438,69/o dibandingkan dengan
Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp2.727.34O.708,96 yang berupa barang habis pakai yang
terdiri dari Barang Yang Akan Diberikan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga, alat/ bahan untuk kegiatan kantor
dan obat-obatan.
Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah
V^1,,-.,t^ E;,-^-l- L--,-.r\duuPqLUr,, r urrla-l\ trd u.-

a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak
dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta
persediaan habis pakai lainnya; dan

b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan
persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai
dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Katrupaten Puncsk
agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran

pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke
RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengart
mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala
daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.

2i illelakrrkarr upayE yang strategis, efrei<tif darr rei.ivirn daiam rarrgka
percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah,
dengan antara lain:
a) meningkatkan kinerja SI(PD yang membidangi pengelolaan

p4iak daeralr dan retribusi ds-erah guna mengopti:ndkar-r-
pemungutan pajak dan retribusi daeratr, sehingga peningkatan
piutang daerah dapat dikendalikan;

b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap
piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat
memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera
dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program,
kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

c)melakukan.../32
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c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutalg
yang diragukan tidak tertagih;

cii mengoptimaikan penerapan ETPD daiam pengeioiaan pajak
daerah dan retribusi daerah; dan

e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah
secara berkala dalam tahun berjalal, serta mengambil langkah
qtratpsic Acn Dp}rjiqlzon vanrr cfclz}if rf cjqtn ,)pt"t-E r1at^r1

penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.
3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi rlengan

pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang
dibuka untuk pengelolaan p€nerimaan pendapatan (bank
transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat
di-lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta
merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai
dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD,
sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang
disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASETTBTAP
Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Puncak per 3 I Desember
2024 sebesar Rp1,735.451.787.605,34, meninpfiat sebesar Rp
26.058.719.777,80 atau 1,52% dibandingkan dengan Aset Tetap per
31 Desember 2023 sebesar Rp 1.709.393.067.827,54.
Aset tetap Pernrrintah Kabupaten Pr.incak -per 3i Desemtrer 2024
terdiri dari:
1) Nilar aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp

60.630.696.670,00 sama dengan nilai aset tetap tanah per 3l
Deseml:e-r 2O23 sebesar Rp 60 -6 3 0- 696- 670,0q.

2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2O24

seb€sar Rp 316.938.604.887,90 meningkat sebesar Rp
28.368. I 17.3 32,42 atau 9,83o/o dari nilai aset tetap peralatan dan
mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 288.57O.487.555,48;

3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024
sebesar Rp 1.625"949.842.744,24 meningkat sebesar Rp
133.884.339.397,52 atau 8,97o/" dari nilai aset tetap gedung dan
bangunan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1.492.O65.5A3.346,72;

4) Nitai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 3 1 Desember 2O24
sebesar Rp 1.567.E55.202.28a,76 meningkat sebesar Rp
66.623.120.65O,76 atau 4,44a/o dari nilai aset tetap jalan,

.laringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp
1.50 1.232.O8 1.638,OO;

5)Nilai.../33
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5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2O24 sebesar Rp
22.34O.643.595,00 meningkat sebesar Rp 1. 147. 595. 7O0,O0 atau
c ,, , ot )--: -:1^: -^^L .-^-- ,-j----Jr-r r 7() (raal r rrllall iasigL tgL<rP rialf Itrya Pgl J l. lJcscll.tuct zvzJ ngucsdu
Rp 21.193.047.895,O0;

6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2O24 sebesar
Rp 180.285.596.597,72 meningkat sebesar Rp
12-386.374-077 -14 ataru 7,38o/o dari nilai konstruksi dalam
pengerjaan per 3l Desember 2023 sebesar Rp
167 .899.222.52O,58; dan

7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar
(Rp2.038.5a8 .799.178,281 meningkat sebesar
(Rp216.35O.827.38O,04) atau ll,aTyo dari nilai akumulasi
pen5rusutan per 31 Desember 2023 sebesar
(Rp r.822. 197 .97 1.7 98,24l.:

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:
a) Melakukan optimalisasi pcndataan, peir,a::,faatan, dan

pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka
pendataan, pemanfaatan, dan pengamaran aset daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINI{YA
Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024
adalah sebesar Rp i58. i72.575.80O,78 menurun sebesar
Rp215.587.489.191,8O ataw 57,680/o dari nilai aset lainnya per 31
Desember 2023 sebesar Rp373.76o.O64.992,58, dengan rincian
sebagai berikut:
1) Nilsi aset tidak berwuju.d per 3 I Desernber 2O24 sebese.r

Rp8.785. 279.O00,0O meningkat sebesar Rp 550.O00.00O,0O atau
6,68% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2O23

sebesar Rp 8.235.279.OO0,00;

2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar
Rp388. 3OO. 1 3 2.4O4,6A meningkat sebesar Rp I 4.570.062 .2 12,lO
atau 3,907o dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 373.73o.O7o.r92,58;

3) Nilai amortisasi dan akumulasi penyusutan per 31 Desember
2024 sebesar 1Rp239.742.L95.603,90) meningkat sebesar
(Rp139.994.800,00) atau 0,06% dari nilai amortisasi dan
akumulasi penlusutan per 3l Desember 2023 sebesar

1Rp239.602.2oo. 803,9o) ; dan
4) Dana Transfer bagi hasi! Trp-asury kposit Facilitg {TDF) per -41

Desember 2O24 sebesar Rp 829.36O.OOO,OO menurun sebesar
Rp32.442.L6A.OOO,OO atau 97,51% dari nilai TDF per 3f
Desember ?O23 sebesar Rp 33.271.528.OOO,OO.

dxEwA^lIBAN.--l34
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d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Puncak per 31 Desember 2024 memi.liki
Kewajiban sebesar Rp 3.353.084.062,0O menurun sebesar
Rp8. 162.980.002,00 atau 70,88% dari Kewajiban per 3l Desember
2O23 sebesar Rpl1.516.O64.064,00 yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:
I ll'ano Pprhihrnca;r Fiholz V.efirl<t /PE'X) s.plrec-o r p^'),1-\'777 'l4q nn.r v!q.:b.

merupalan utang PPh 21 sebesar Rp66.111.682,00, Utang PPh

22 sebesar Rpa9.935.649,0O, Utang PPh 23 sebesar
Rp 1 1.851.45 I ,00 dan Utang PPN Pusat sebesar
Rp 147.878.563,00

2. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2O24 sebesar Rp
3.037.306.71.7,00 merupakan kegiatan yang sudah dilakukan
oleh masing-masing OPD n€unun SP2D tersebut tidak dapat cair
sampai dengan tanggal 3l Desember 2024
ra^-.^--L^+:l-^- L^l .----L,,. fL--;..+-L V^t-,.^-}^^ I)r r--,rI-rllcrllPEr rra Lrra,al.t rrou lt-lourJur, r LrrrurlrrLctrr r\ar-ruyarLrr

agar:
i) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelarnpauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapata,n
transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya
capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
cianT atau sisa beianja iainnya, <ian menjadikan sebagai beianja
prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Puncak TA2025.

2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas
dalam Perubahan APBD Kabupaten Puncak TA 2O25, sesuai
dengan maksud paragal l1 Pernyataan Nomor O9 Akuntansi
Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahu,a
suatu kewajiban diklasilikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS
Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Puncak Per 31 Desember 2024
adalah sebesar Rp 2.O48.425.751.940.58 meningkat sebesar Rp
31.998.661.493,24 atau 1,59% dari nilai ekuitas per 3l Desember
2O23 sebesar Rp 2.016.427.O9O.447,34.
Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Puncak dari
ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Puncak melaksanakan hal
sebagai berii<ut:
1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan

penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;

2)Melakulan.--,/35
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2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset
daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan

3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total
belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan
rnenyelesaikaa kewajiban secar-a tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (tO)
a. Pendapatan Daerah-l,O

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp1.537.396.091.562,1O lebih
rendah dibaldingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 1.789.064.949.639,00.
Pendapatan-L0 TA 2024 tersebut terdiri dari:
1) PAD-LO

pAn-I f] TA DiCA. cahacor trn I t 5O? O1a\. 674 OO lphih rcnAah

4o,56o/o atau sebesar Rp7.848.632.073,00 dibandingkan dengan
anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Th 2024 s€b€sar
Rp19.352.545.747,OO. PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:
a) Pendapatan pajak-Lo TA 2024 sebesar Rp476.781.O46,O0

menurun 60,270/o atau sebesar Rp723.218.95a,OO
dibandingkan dengan €rnggaran pendapatan pajak yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 1.2O0.0OO.OOO,0O;

b) Pendapatan retribusi daerah-LO TA 2024 sebesar Rp
54.OOO.OOO,OO menu!'un 89,240,4 atau sebesar
Rp446.O00.000,00 dibandingkan dengan anggaran
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan 1'ang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar
Rp5O0.O0O.OO0,00;

c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp 3.226.377.452,OO
menurun 27,50o/o atau sebesar Rpl.223.622.148,00
dibandingkan dengan anggar€rn pendapatan hasil pengelolaan
kekai'sgn daerah yang Cpisahkan y'-ng Cit€tapka* Calerrl
APBD Tahun 2024 sebesar Rp4.450.0OO.OOO; dan

d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar
Rp 7.746.754.776,AO menurun 41,32o/o atau sebesar
Rp5.455.79O.97 1,OO dibandingkan dengan anggaran lain-lain
PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp13.202.545.747,OO.

2) Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer-LO TA2024 sebesar Rp
i.A97 .223.45A.538,00 iebih r-endah 4,97ry2o dibardingkan dengan
anggaran pendapatan transfer Rp 1 . 1 54. 6 59.563.0OO,00 yang
ditetapkan dalam APBD TA 2,A24. Pendapatan transfer-Lo TA
2O24 tersebut terdiri dari:

a)Dana. .. / 36



-36-

a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar
Rp1.097.223.45O.538,OO menurun 4,97o/o atau sebesar
Rp57.a36.1 12.462,00 dibandingkan dengan anggaran dana
perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
D^t I <,ft aq.cl 1'.1 rl n rl .r\P r, r a.,4. vu /.

b) Dana Insentif Daerah- LO TA 2024 sebesar
Rp2.969.469.OO0,OO menurun SO,Ooozir atau sebesar
Rp2.969.469.00O,O0 dibanding]<an dengan anggaran Dana
Insentif Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rps.938.938.o00,00;

c) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambaha-n Lnfrastruktur - LO
TA 2024 sebesar Rp 223.152.257.000,00 sama dengan
anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
inirastrulirtur yang ditetapkan dalam APBD TA 2o24 sebesan
Rp 223. L 52.257. O00,O0;

d) Dana Desa- LO TA 2024 sebesar RpO,00 sedangkan zmggaran
dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp197.8O4.869.o0O.O0:

e) Pendapatan Bag Hasil - LO TA 2024 sebesar
Rp16.521.924.509,00 menurun 1,88o,/o atau sebesar
Rp3 I 7. 393.2 SS,00dibandingkan dengan anggaran Pendapatan
gagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp I 6.839.3 I 7 .7 94,OO; d,an

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Lo TA 2024 sebesar
Rp186.O25.O76.a4l,lA meningkat 8,590,1" atau sebesa-r

Rp14.7O7.617.743,1O dibandingkan dengan angfEaran lain-lain
pendapatan daetah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA
2O24 sebesar Rp 171.317.459.098,00 tersebut terdiri dari:
a) Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar

Rp175.821.657.892,10 meningkat 9,O4o/o sebesar
Rp14.57O.062.2L2,LO dibandingkan dengan anggaran
Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp 16 1.251.595.68O,OO; dan

b) L*.ie.-lai:e Pendepatan- t-O TA 2024 seL"esa.:'

Rp10.2O3.4f 8.949,00 menurun 1,37o/o atau sebesar
Rp I 37.555.53 I,OO dibandingkan dengan anggarai Lain-lain
Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp
10.065.863.418,O0;

b. Beban
Beban Pemerintah Kabupaten Puncak periode 1 Januari 2024 sampai
31 Desember 2024 sebesar Rpl.502.563.215.142,03, rincian beban
Kabupaten Puncak periode I Januari sampai 3l Desember 2O24
adalah sebagai b--rikut :

1)Beban.../37
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1) Beban pegawai sebesar Rp34O.717.416. I l4,OO;
2l Beban barang danjasa sebesar Rp631.260.805.65O,2O;
1f ErAh6 h lr;hal. .ah-ao' pal Ao E.97 1r'-1 'lnn nfl.r\P r ve.vv r

4) Beban bantuan sosial sebesar Rp30.718.494.85O,0O;
5) Eleban penyisihar piuang sebesar Rp 8.O89.695,79;
6) Beban penFrsutarl dan Amortisasi sebesar Rp

2L6.494.822.180,04;
7l Beban lain-lain sebesar Rp28.177.243.352,O0;
8) Beban transfer sebesar Rp92.6O3.OOO.OOO,OO.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak harus
menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target p€ndapatan dan
belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA2O25.

LAPORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar

Rp249. 16 r.965.426,4O dan TA 2O23 sebesar Rp244.614.529.520,65.
1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2O24 terealisasi sebesar

Rp 1.752.797 .633.961,00 dan TA 2023 sebcsar

Rp 1. 672.884. 354.O62,42 ; dan
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi

sebesar Rp1.503.635.668.534,60 dan TA 2023 sebesar

Rp 1.428.269.424.541,77 .

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar

(Rp247.475.275.815,86) dan realisasi TA 2023 sebesar

(Rp246.5 I 1.0s8.9s7,8 i).
l) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2O24 terealisasi

sebesar RpO,OO dan TA 2023 sebesar RpO,OO; dan
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi

sebesar Rp247.475.27 5.815,86 dan TA 2023 sebesar

Rp246.511.o58.9s7,8 I.
c" Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Anrs Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris T A 2024 sebesar
(Rpl.678.061.413,OO) dan realisasi TA 2023 scbesar
Rp3.941.880.980,0o.
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi

sebesar Rp707.939.544.7O2,28 dan TA 2023 sebesar

Rp7 02.3O2.97 1.494,33; dan

2)Arus.../38
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2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi
sebesar Rp709.617.606.115,28 dan TA 2023 sebesar
Rp698.36 1.09O.5 14,33.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2O24 senilai Rp16.637.7a7.845,19.

B. INFORMASI LAINNYA

l. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja W ajib lMandatory Spending) TA

2024
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan Mandatory

SpendingTA 2024

i'ungBi

kndidikafl
{mifl. 2O%, dan Total
Belanja Dacrah)
Infrastr'u ktu r Pelayene,
Publik
lmin. 4O';i, dari Total
Belanja setelah
dikuranAi b.lrrlje Bagi
Haail dan Bantuan
Keuangan)

Total Elelanja:

1.874.039.91 1.633,OO
i4+.6i s.380.833,86 6,6J

Dasar Perhitungan
Alokasi Antgaran

lRpl

Realiseoi
(RP}

Porai
Anggaran

(k't

Total Alolasi
an&tsran t elanja
infraatrir ktu r
pel,ayanan publik:

1.583.63 t.2l E.O33,OO

506.366.766.535.00 442.035.5 r 3.965,86 a7.30 31.98

Memperhatikan data pada diatas, Pemcrintah Kabupaten Puncak
telah mengalokasikan anggaran untuk mandatory spending sebagai

berikut:
a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rpf65.535.58O. 192,OO

dengan porsi 8,83% dari total zurgga-rurn belanja daerah TA 2024
-sehe-sa r Rnl 874 fljq ql t 633 OO Alnk-aei andoeren trelania firnosi

pendidikan TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dart Belanja Daerah

Tahu::. Anggara:: 2O24 yarry rr^er',egaskan bah'ea Pemenntah

Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggar€rn fungsi pendidikan paling sedikit 20%

(dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana

diaraanatkan d-alar-n ketenfrian peratiran peruiidarg-undangan.
Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2O24 terealisasi
sebesar Rp 144.615.380.833,86 atau 87,360/o dari anggaran
sebesar Rp I 65. 535. 58O. 1 92,00, dengan porsi realisasi belanja

I

l
27.9t

Aagtara4
(Rp)

io5.535.580- i92,OO

Fungsi.../39
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fungsi pendidikan sebesar 7 ,7 2o/o dari total realisasi belanja daerah
TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja
fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara optima-l dan belum
sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar

Rp5O6.366.766.535,00 dengan porsi 31,98% dari totd alokasi
anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar

Rp1.583.631.218.033,00. Alokasi anggaran belanja belanja
infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut belum sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah

mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling

rendah 4O% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar
belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2O24

terealisasi sebesar Rp442.035.513.965,86 atau 87,3Oo/o dari
anggaran sebesar Rp5O6.366.766.535,0O, dengan porsi realisasi
belanja belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 27,91o/o dari
total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan
bah*'a pelaksanaan belanja infrastruktur pelayanan publik belum

dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang

ditetapkan dalam APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak pada

tahun-tahun mendatang agar:

a. Mengalokasikan angga ran mandatary spending untuk fungsi
pendidikan paling sedikit 2O/o dari tota.l belanja APBD

sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Mengalokasikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik
daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja

APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah

dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun se-iak

diterbitkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 2A22, sehingga

batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja

infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA2O27.

2.Realisasi.../4O



-40-

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(sPM)
qDl, t--.1;; ,{-; ,,-'--- D-^AiA;12^^ L-urrora- D-IZ-;AM ll6,,n A4^r vAlrj@r

Penataan Ruang (PUPRI, Perumahan Ral<yat dan Kawasan
Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial

Tabd 27 Ar-rggar-ar-r da.-r Realisasi Belar-rja urrtuk P-crnen-r.rharr SPivi TA

2024

Realis6sr
Bidang Urusan Reali€asi

er")

. 
Pcldict 34.284.9E4.a52,00

9. I 53..+45.022,0O

o

5.681.985.OOO.00

3.915.044.60,00

(Rpl

26.652.75 t .453. AO 77,74

1.648.355.924,00 90,24

o

5.677.869.7 r O.OO

3.425.601 .OOO,O0 87,50

rKes.hatan

PUPR

Perkinr

i Trantibumlinmas

Sosial

Totel B.Lqlq sPE 54.a62.Oa2.05a,OO 46.S50.441.S39,80 t4,45

?otrl BGL.iJ. D....h 1.a74.039.911.633,00 93,39

PoEl Eclrqjr 8PI tclhrdrD totrt
B.Lrl. D.o..b (%l 2,93

Berdasarkan data pada Angqaran dan Realisasi Belan-ia untuk
Pemenuhan SPM TA 2O24, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten Puncak mcngalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM

sebagai berikut:
a. Bidang urusan pendidikan TA 2C24 dialnkasikan sehsar

Rp34.284.984.852,O0 terealisasi 77,44o/o atau sebesar

Rp26.652.751.8s3,80.
b. Bidang urusan kesehatan TA 2024 diaiokasikan sebesar

Rpl.826.622.-s24,00, terealisasi -aQ,24ok atau sebeso*r

Rp 1.6a8.355.924,OO.

c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp9.153.a45.O2'2,OO, terealisasi 99,92oh atau sebesar
D^(\ I -/' A aAa n<O /i!t1r\P /. a Tv.zvJ.

d. Bidang urusan Perkim TA 2024 tidak dialokasikan.
e. Bidang urusan Trantibumlinm as TA 2024 dialokasikan sebesar

Rps.68 I .985.OO0,OO dan terealisasi sebesar 99,93o/o atau sebesar

Rp5.677.869.7 i0,OO.

Anggarai

(Rpl

1.826.622.s24.0O

0

1.75O.110.944.350,46

2,66

f.Bidang.../41
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f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar
Rp3.915.044.660,00 dan terealisasi 87,Str/o atau sebesar

Rp3.425.601.00o,00.
Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi
sebesar Rp46.550.841.539,80 atau 84,85% dari anggaran sebesar

Rp54.862.082.058,00, dengan porsi anggaran belanja untuk
pemenuhan SPM TA 2O24 terhadap total belanja daerah TA 2024
yaitu sebesar 2 ,93o/" dan porsi realisasi 2,660/o.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten
melaksanakan anggarzrn yang sudah ditetapkan dalam APBD
untuk pemenuhan SPM.

b. Melaksanakan belanja pemenuhan SPM secara konsisten dengan
memedomani:

(11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29lPRllMl2Ol8 tentang Standar Teknis SPM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

{2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
c!,^-l^- ,t ^l--:^ rr^---.,L,^- rL-6- rt^l^-.--^- rr---- rL-l- Gtrtr9tdrrrr.rau r tiAtllD r clrlcllulr€Lrr rvl(ll"(r r crcaJ€Lrr.Lrr .L.,ds.rr r (rrId ur lvl

Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan
untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan
bidang kesehatan lainnya.

{3) PeraturaE Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Taburr 2Ol8
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Felayanan Minimd bidang Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota.

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota.

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2O18

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

(6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Feiayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimai
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota.

(7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknoiogi Nomor 32 Tahun 2A22 rcrfiar:.g Staldar Teknis
Pelavanan Minimal Pendidikan.

c.Memedomani...l42
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Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian
terkait, PemetaaR SFM yang ditetapi.a-r dalam PerErturan ivlenteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun
berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Tabel 28 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam
Negeri (PDN

Belanja .lslan, .Iaringa$, dan
Irigasi

Belarja As.t Tetep Lainn)e

/+o,oo

4O.oO i

+o,oo l

40.00

40.oo

40.oo

40.oo

40.00

zsz.ttz.tef..ozt,to t 2s'oo : roo.a6t.aas. 70 40,ooTotal I1.OO8.6a8.554.4a

Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan komitmen anggaran

Belanja PDN TA 2024 sebesar Rp252.172.138,621,75 atau 25,OOo/o

dari nilai anggaran belanja/jasa pemerintah sebesar

Rp 1.0O8.688.554.487,00. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang
menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk
uszrha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan

mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai
an€garan belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas

belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal

tanah.
Komitmen anggaran Belalja PDN TA 2O24 lebih tinggi dari komitmen
angfiaran Belanja PDN TA 2023 sebesar Rp228.436.716.325,OO. Total

belanja PDN TA 2O24 terealisasi sebesar Rpf 0O.868.855.448,70 atau
4O,OO% dari komitmen anggaran sebesar Rp252. 172.13a.621,75.

U R-{I,{N
Anggaran Seteiarl
Perubahan fRpl

Komitmcn Bcianja
PDN lRpJ

I Reaiisasi Bcianja
PDN (Rp)

I!:c!:!:!:aa P-

\"/"1

R€aiisasi
fiil

Belanla Barang dan Ja6a

Bchdla Op.ra.l 7O7.O?A.679.75.2pO

685.03 t.140.530,0O

25,OO
176.769.659-93a,OO

25,00

I

1
t71.257.785.r32 50 6a.503. l 14.053 oo

Ilelanja Bantuan Sosial

Eielanja Hibah

Bcleaja t{od.t

2s.002.4u9.O75.a55 ,50 I

r.209.13.Cr22.803.950

995.630.342 JO

?q.q8!,

9.956.303.+22 00

2s,oo

25,OO

206 0g7.soa.g3a oo 25,0o 20.609.750.a93.80

B€lanja l'eralatan dan Mesin 25,O0 2 g3s 2r 5.404-OO

tlelanja Cedung dAn tsangunah

29.35)2. I Y.O8O o0

51.524.377.234 50

7.334 O38,520

2 5.0016.{ 15.o52.929,25 6.*6.O2t.t7 | ,70

25,OO 50.ooo.000r 25.OOO.OOO 00

65.660.211.717,00

30().(mo ooo-oo

Berkenaan.../43

7O-7O7 .A67.973,20 ).

301.609.874.735,OO 75./()2./168.6a3,75 so. roo.gsz,+zs.so I €'@
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Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-
,,^A-^-^^

b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan
dalam APBD.

c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan

ptod"u'r( usaha kecil dan/atau koperasi pada pefiBadffirr
barang/jasa pemerintah daerah.

d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang
tergabung dengan Penyeienggara Per<iagangan Meiaiui Sisiem
Elektronik (PPMSE)/ marketplace dalam toko daring yang dikelola
oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunrrng

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Rekapitulasi Anggaran dan
Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

I\EEldtdrr / uu rr r\sl+Ertdrr rurBBar drr

r.210.o50.524,OO 1.03 r.783.924,OO

---l

a5,27 I

I
1

I

j

ooi
I

I

I

I

ool
I
I
I

i

1

Pemberian makanan
Latl lluilt riru r prutcllt rtgwanlr
bagi bayi yang berusia di
bawalr dua tahun u
Tatalaksana dan rujukan
balita dengan masalah gizi
(weight flatteing, wasting,
dan stuntin

Total Belanj a Percepatan
Penurunan Sfunting

1 . 198.620.OO0,OO r . 198.620.OO0,00 o0

oo400.ooo.o00,oo 400.000.000,o0

1.O98. i06.478,OO loo,oo

95,443.906.777.OO2,OO 3.728.510.402,O0

1.750. I 10.944.350.46

Berdasarkan data pada diatas, belalja percepatan penurunan
slunting TA 2024 terea-lisasi sebesar Rp3.728.51o.4o2,oO atau 95,44o/"
dari anggaran sebesar Rp3.9O6.777.OO2,OO. Anggaran belanja untuk
percepatan penurun€rn stunting TA 2O24 memiliki porsi sebesar 0,217o
J^--:.^.^l l-^l--:^ l^^-L 'f A al\.ti l^- 

--: -^I:^^^: 
L-!^-:^rlar r r(rtcrl oulBBau cur r.rLrarrJd rlaglalr L1L z.v.-1 ucur Pvrsr ,. L€irJita.tl vcrar{a

untuk percepatan penurunan stunting TA 2024 sebesar O,2lo/" dari
total realisasi belanja daerah TA 2024.

Memperhatikan...l44

93,39

Pemantauan tumbuh
kembang balita, termasuk

ediaan an metri set

Edukasi remaja putri, ibu
hamil, dan keluarga balita 1.O98.106.478,OO

Tota.l Belanja Daerah

Porsi Belanja Slunting dari
Total Belanja Daerah (%)

i .874.039.91 1.633,O0

i

I

;r- o,2t j
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Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting
ciengan menciasari antara iain o'ata prevaiensi stl.rnting, serta

secara konsisten melaksanakan anggErran dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penumnan stunting antara lain berupa kegiatan Pemberian

Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan

Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan
stunting lainnya sesuai ketentuan peraturan petrndang-
undangan.

b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan
mengalihkan €rnggarannya kepada kegiatan yang berdampak
langsung terhadap percepatan penurunan sfu nting.

c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan

realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan

penurunan sfunting.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk

menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan

penurunan stunting, sehingga target output yang ditetapkan dapat
dicapai secara optimal.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem
Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja p€rcepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah

Kabupaten Puncak TA 2024, realisasi belanja percepatan

-6'ha^"a^h 
l,--i-r,;--- -lzctrala TA lnCL rroirrr cahecarPUr16r,qrqrsrr

Rp116.642.974.533,15 atau 79,58o/o dari anggaran sebesar

Rp146.575.235. I 43,00.

Tabel 30 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja PenSlhapusan

Kemiskinan Ekstrem

Realisasi

p€lccprts!
kerrl!ld[an

97 ,93wilayah 4. r37.289.700,OO

Sosial
Masaiah

Sosial (PMKS)
62.2J2.OOO.OO l oo,oo

Anggaran Realisasiliegiatan / Sub Kegiatan

HIV/AIDS dan NA A di Luar
Panti Sosia.l

62.202.OOO,OO

Pengelolaan... / 45

I

I

I

I

I Penghapusa!
I ekrtrem dl

kabugatcuT kota
4.224.53O.OOO,OO 

I

I



i.878. t59.700,OO 95,56Pengelolaan Pendidikar Non
Formal/Kesrtaraan
Pengelolaan Pelayanan
!(csehatan Cj,.?. Masyarakat

l .965.400.OOO,OO

2.196.928.OOO,OO 2.196.928.000,OO
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100,oo

llenctsplar drta rllalln
kelutta rnlsH! el.treE
bcldar.tlra hesil nueye*areh
dcg/Lclurehqn y.!a
dtbultltrtr dctrgs! bcrita rcara

149.572,OOO,OO
lOO,OO149.572.mO,oo

rruayararah dcsa/ t"lurahca
Pengelolaan Data
Miskin Cakupan
Provinsi

felyurun prognE dsn
kctirt&! pad& Rcrcara Kcrja
PcEcrlBtr,h Drerrh
KrbuDrte[/Xot8 .€rtr
EclgalohrlLa! alggarsn p.di
APBD Kabupstea/Kota dshE
rrnlk! pcnei"DitrE
pettghspusar Lcrlehann
elstreE, termerul
pcEutrlhlr.E data lrc[crlDa
d€aglB Eqnra {a! alari.t {}y
lrmc by addrcss
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehartat!] untuk UKM dan UKP
Kewsnangan Daerah
Kabu ten Kota
Pem berdayaan dan
Pertrndungan t(operasl yang
Kesnggotaannya dalam Daerah
Kabu ten Kota

149.572.000,OO r49.572.OOO.00 loo.o0

142.201.133.143,q' 1123561l28t!3,l5 79,Ot

I .700.ooo.ooo,oo l.700,ooo.ooo,oo

Fakir
Daerah

Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Urrit Kom I 402.677.010,00tensi
Total Belanja Kemiskinaa
Ekstrem 146.575.235. l43,OO 1 16.642.974.533, l5 79,58

Bei'dasar-kan data pada tabei diatas, tei-gar:abar be iarrja unt'rik
penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi

sebesar 7,82Vo dati total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi

realisasi sebesar 6,66ah dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terciapat beberapa hai yang periu diperhatikan
sebagai berikut:
a. Mengalokasikan anggaran p€rcepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem dengan memperhatikan dampak iangsung yang
ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dal
pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri DalArn Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yattu:
l) mengkoordinasikal p€nyiapan data sasaran keluarga miskin

ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/ wali kota melalui
kegiatan/ subkegiatan a-rttara lain:
a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daeratr lintas

kabupaten/kota;
clrehabilitasi... /45

74,70

l00,oo

402.677.O1O,OO loo.oo

1.874.O39.91 1.633,00 1.750. 1 r0.944.350.46 93,3STotal Belanja Daerah
Por6i B€lanja Kemiskiaan
Ekstrem dari Total Belanja
Daerah (%l

6,66

t
I

I
I

I

l

I

I

I

--l

I

I

I

140.o98.4s6.133,Oo I l I O.253.43s.823,1s 
I

7.fj21 I

I
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c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
e) rehabilitasi sosia! Casar lanjut usia terlanta;r;
f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar

panti;
g) rehabilitasi sosial baSi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan

NAPZA di luar Panti;
h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kabupaten/kota; dan
j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui

---l-.-^- t -^-:.--. -- ,---..1-.1--- 
--lji-^-PCrruilLaaaarr, r\clrrlLla,'aul, !1,slrrlr(lir-rli1.lr PrtrJurcur, lJrtlB!ldtcrrr

kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.

2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penghapusal kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Mengurangi anglaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang
bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi
€rnggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak iangsung
terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tatrun
berkenaan.

4) Lebih cennat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi
l-relan-- japen€-hapu-sa-4kemiski:r-anekstremtahunberkenaa-n

6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PB.I)

Melalui e Purchosing TA 2024

Tabel 31 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan

Barang/Jasa (PBJ) Melalui e-Purchosing TA 2024

Realisasi
l%,l

6 tt4
I 1,49

o,oo

o,oo

000

0,oo

uu la$ oatuarr rurlsl rii.rllutrB

80.778..5s 1 .246,OO

Realisasi pengadaan
barangfiasa melalui

e-purchasing
(Rp)

rcrat rBxu L r-rarl aIr

94.196,62 r.301,OO

Total nilai pengadaan
LrrtrallB/Jirsa

(RP)

Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga

!tr.45!.56-3. !67,00
6.673.509.660,00

t60 asa 64) 446 0

Rumah Sakit Umum Daerah 58.067.456.887,00

nin-. Ilacph o ton

Dinas Pekeiaan Umum,
Perurnahaan dan Kawasan
Permukiman

Praj a
6.369.934.356,00

Badan.../47

0,oo

III

o,oo I

I



Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 4.192.179.t22,OO

Dinas Kesejahteraan Sosia.l 3.875.A57 .477,OO 0,00
Dinas Tenaga Keia.
Perindustrian dan
Ptrdagangan

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Pertindungan
a ^-L )-^6iliii( Uaii neluarfa ii!_Tci'rca na

9.930. tt37.454,00

12.838.204.610,00 o,oo

o,oo

Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Kependudukan,
Pencaratan Sipil dan
Transmigrasi

4.251 .2q5.896,OO

5.480.632.203.OO

o,oo

0,oo

Masyarakat fampung
Dinas Perhubungan

r 1.332. 164.843,OO

r 2.689.043.826,00

t 1.666.939.305,00 0,00

1 1.296.876.580,OO

7.860.303.012,OO

22.217 .9r 1.799,00

0,00

0,oo

0,00
-'rrKr cLdr rat rJdct dr t

Sekretariat Dewan

r,rr.zzo.Y r J.,r(,u,vv

66.406.412.7 7 t ,OO

Bad;ur Perencanaan
Pernbangunan Dacrah 28.755.4.52.425,00 o,oo

Badan Pengelolaan Keuangan
dan 4-set Daerah

108.705.528.868,00 o,oo

3.453.993.079,00 0,00

0 o0

Badan Pendapatan Daerah
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

lnsprktorat Daerah

23.7i2.138.s13,0O

10.622, 1 43.3 i 9,O0 0,oo
1 3n{) 4r+q 746 r}n

871.507.197,OO

a95.857.438,OO o,o0Distrk llaga Utara
Distrik Beoga Barat 860.909.627,0O o,oo

476.796.744,OO 0,00
0,(.xl

949.1371 .07a,OO o,o{JDistrik Bina
Distrik Dervos a75.737.777,OQ o,00

0 o0Distrik Douvo

Distrik Erelmakaq'ia 0,o0

0,oo
0,o0

Distrik Gome Utara

Distrik Kembru

876.553.477,00
882.240.208,00
829.t47.790,0O
866.590.998,00

o,o0Distrik l,ambetli
Distrik Mabugi

897.978.O49,OO

878.7 r 6.638,OO 0,oo

464.434.477 ,ffi
Distrik Ogamanim 879.s32.28r,OO o,oo 0,oo
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0

0,00

0,00

o,oo

o,oo

00

o00

67.333.882.OO 59o

Dinas Komunikasi dan
Informasi
Dinas Penanaman Modal,
Perijinan Terpadu dan
Ko rasl UMKM
Dinas Kebuda,vaan dan
Pari1&'isata

o,or) 0,00

0,00

0,oo

0,oo

0,o0 opo

o,o0 :

---"--*---l
I

o,oo I

0,o0

0,o0

0,00

o,0r-) o,oo
0,00 o,oo

o,oo
0,00

o,oo ,

0,oo
0,oo

o,o0

o,o0

0,00
o,ool
o,oo

Dinas Penanian

F)icrrilz llror

Distrik Gome

Distrik Beoga Timur
Distrik Beoga 864.442.543,OO

oi)

00

0

0

vt)rr r^ NraBrduurrrr

Distrik.../48

+____________1

o,o0 
|

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I
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o,00 o,oo
o,o0 0,oo

0,00 I

Distrik Sinak 8s8.898.832,OO o,00 o,00
0,o0

0,00

o,00 o,oo
0,oo o,00

0,oo

TOTAL 988.957.391 .265,00 2t .7 57 .406.709 ,OO

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan
bara"-q/jasa i::relaiui e-pui'c.hnsing pad,a Femer:rntah Kabupaten
Puncak TA 2024 sebesar Rp21.757.006.7O9,0O atau 2,2oo/o dari
anggaran belanja pengadaaan barang/jasa pada Pemerintah
Kabupaten Puncak TA 2024 sebesar Rp988.957.391.265,00. l,aporan
belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas belum sesuai
dengan ketentuan yang menghanrskan nilai realisasi belanja
bararrg/jasa melalui e-purchnstng paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari total ni-lai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Repubiik Indonesia Nomor 3 Tahun 202s- tentang Alirmasi Beianja
Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan
Koperasi Melalui e-purchasing.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

a. Mendc-. cng seluruh SKPD untuk r*e*rpricitaskar. pelaksar'.aan

pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan

e-purchasing.

b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan

produk dai-am negei-i dan produk usarlra rr.rikro, usaha hecii, darr-

koperasi, menteri/ pimpinan lembaga/ kepala daerah menetapkan

nilai transaksi e-purchnsing paling sedikit 30% {tiga puluh persen}

dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran

Kepaia i,embaga Kebij akan Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O23 Tentang Afrrmasi Belanja

Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan

Koperasi Melalui e-purchasing.

7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024
Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan

KKPD pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2024,

2,20 i

Distnk Omukia
Distrik Oneri 865.744.379,O0

893.32s.317,00 0,00Distrik Pogoma

Distrik Sinak Barat 874.OO1.692,00 0,oo 0,oo

Distrik Wangbe 870.434.544,00 0,00

874.061.719,00 o,ooDistrik Yugumuak
Distrik Amungkalpia
Distrik Agandugume
Elorlon llaor: ran Eloncea zlor

Politik

897.320.1 19,00

883.830.8 r 9,O0

5.307.395.445,OO

Pemerintah.. . /49

896.O93.s88,OO i

I

o,00
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Pemerintah Kabupaten Puncak dalam pelaksanaan belanja barang
dan jasa serta belanja moda-l pada TA beium menggunakan KKpD dan
belu'-a mer--iliki Perstu::en Bupati r.enger,.a_i tata ca:-a peng"-aaan dan
penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten puncak agar:
a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan

pen,"risunan Peraf.rran Bupati mei-rSe ai *''ata eara penf;gr.iiiaarr
dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Peng4unaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Dalam Peiaksanaan Anggaran Fendapatan Dan Belanja Daerah;

b. Melakukan koordinasi dengan bank penempataa RKUD untuk
segera menerbitkan KKPD. Da.lam hal bank penempatan RKUD

belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank
penempatan RKU-D untuk segera meiakukan kerja sama rialam
penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang

telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk
penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat

(1) Peratura-n Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk
selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta

belanja modal melalui KKPD;

c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank

kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk
mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD;

d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk
mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchnnt) pada marketplace

da-lam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi

belanja melalui e- purchasing menggr.rnakan KKPD;

e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan

KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui

uang persediaan;

f. Meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing

Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan

pembayaran melalui mekanisme LS; dan
g. Badan Pengelola Keuangal dan Aset Daerah melalui Bidang

Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan

KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Puncak.

8.Rekapitulasi...l5O
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8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk pendanaan
Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari ApBD

Tabel 32 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari

APBI)

No

i

2

Komisi
Pemilihan
Umum

90.ooo.ooo.ooo,oo 90.ooo.ooo.ooo.oo 3Of)

12.OOO.OOO.OOO,OO 12.OOO.OOO.OOO,OO 100,oo 306

Tahun
2024

Badan
Pengarpas
Pemilu 2024

ahun
]4 Potri i 7.OOO.OOO.OOO,OO 7.OOO.OOO.OOO.OO l oo,oo 306 2o24

Total Elelanja
Hibah Pilkada I 16,000.0o0.o00,oo

Porsi

Bcrdasarkan laporan yang disampaikan, belanja hibah dana kegiatan
pemilihan kepala daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebesar

Rp116.00O.000.O00,OO. Belanja hibah pemilihan kepala daerah
terea-lisasi sebesar Rp f f 6.000.O00.000,00 atau 100,00o/o dari
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Porsi anggaran belanja

untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yailg
sebesar 6, 19olo dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan

porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatar pemilihan kepala
daerah TA 2024 seb€sar 6,63% dari total realisasi belanja daerah TA

2024.
Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala

daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak agar

melakukan perencanaan angga.ran yang efektif dengan kebijakan
penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan

peraturan daerah tentang dana cadangan.

I.KESESUAIAN.../51

lnstansi Anggarar {Rp) lRealisasi (Rp) Realisasi
fri,)

Xet
TPS

Jumlah

too.00

7.OOO.OO0.000.OO 7.OOO.000.000,oo 100.oo 306 2024

r 16.oo0.000.ooo,00 I OO,OO

Total Belarja
Daerai L874.O3q.911 633.00

I
1.750 I I 0.944.350,46 q3,3q

6,636,19

3 . TNI

I

I I
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I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENCAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
(LHP)BPK

Evaluasi kesesuaian rlrncangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi.
dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas l,aporan Keuangan Pemerinta]r Kabupaten Puncak
TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian
intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:
1. Belanja

a. Ketidaktepatan Klasifikasi Anggaran Belanja pada Empat SKPD.

b. Pembayaran Gqii dan Tunjangan kepada 32 Pegawai yang Telah

Meaingal Dunia

c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 11 SKPD Tidak Sesuai

Ketentuan

d. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan pada Tujuh SKPD

2. Aset

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak telah

menetapkan iangkah penyelesaian dengan men]'usun rencana aksi,
mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Puncak agar:

A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan

BPK secara berkala kepada selumh SKPD terkait.
C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian

tindak lanjut atas temuan dimaksud.

Ir.LAIN-LAIN.../ 52
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II. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi tian ai<untabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Puncak harus tetap
melakukan langkah-langkah yang diperlukan unElk mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian [WTP) dari BPK-RI atas l.aporan Keuangan

Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan l,aporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan pengu.ngkapan, peningkatan sistem pengendalian

internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/'r-rD
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